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ABSTRAK 
 
Air minum adalah merupakan kebutuhan pokok manusia, maka dengan segala 
daya upaya akan diusahakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirtanadi 
Propinsi Sumatera Utara, yang berada di Kota Medan maupun Kabupaten untuk 
mendapatkan air minum demi kelangsungan hidup perusahaan dalam pelayanan pada 
pelanggan, baik itu dilakukan melalui air  bawah tanah yang bersumber dari 
penggalian sumur bor maupun penyulingan atau penyaringan dari air sungai. Dimana 
dari sekian ratus Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia (300 s/d 335 unit), 
bahwa dimana hanya ada puluhan Perusahaan Daerah Air Minum yang sehat (70 s/d 
80 unit) dan dinamis dalam pengolahannya. PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera 
Utara dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat mengunakan 
system manajemen untuk I.S.O. 9001 : 2000.  
 
Kata Kunci: Perjanjian, PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, Pelanggan. 
 
 
I. PENDAHULUAN 
Air minum adalah merupakan 
kebutuhan pokok sehari-hari manusia, 
maka oleh karena itu dengan segala 
upaya akan diusahakan oleh Perusahaan 
Daerah Air Minum selanjutnya disebut 
PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera 
Utara, yang ada di Kotamadya Medan 
untuk mendapatkan air minum tersebut. 
Baik itu Air Bawah Tanah yang 
bersumber dari penggalian sumur bor, 
maupun air penyulingan atau 
penyaringan dari sungai seperti: Air 
Sungau Sunggal yang berada di daerah 
Sunggal Medan, Air sungai Pamah yang 
berada di Pamah Deli Tua serta Air 
Sungai Limau Manis yang berada di 
daerah Belumai Tanjung Morawa, 
maupun Air Sungai di Kota Hamparan 
Perak dan Air Sumur Bor di Sungai Ular 
di Lubuk Pakam Deli Serdang, di 
samping penambahan kapasitas 
produksi, Kualitas dan kontiunitas, 
bahwa perusahaan yang mengelola per 
Air Minuman di Propinsi Sumatera 
Utara. 
Selanjutnya pengelolaan dan 
penyaluran air minum maupun 
penambahan pelanggan-pelanggan baru 
di Perusahaan daerah Air Minum, 
PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera 
Utara mempunyai kantor-kantor cabang 
yang telah ditentukan. Dimana setiap 
kantor cabang mempunyai tanggung 
jawab masing-masing dalam mengatasi 
permasalahan yang ada di setiap cabang, 
terkecuali bila permasalahan di setiap 
cabang sangat sulit dan rumit 
diselesaikan, maka PDAM Tirtanadi 
Propinsi Sumatera Utara di Medan jalan 
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Sisingamangaraja No. 1 Medan sebagai 
kantor pusatnya di Propinsi Sumatera 
Utara, akan menyelesaikan 
permasalahan tersebut di atas. Sehingga 
setiap persoalan atau permasalahan di 
cabang semaksimal mungkin dapat 
dituntaskan dalam penyelesaian 
permasalahan keluhan pelanggan 
tersebut, agar tidak terjadi penilaian 
yang bersimpan siur terhadap 
Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi 
Cabang Medan Denai di mata 
masyarakat. PDAM Tirtanadi Sumatera 
Utara yang ada di setiap cabang-
cabangnya, baik itu di cabang Medan 
Denai juga sama-sama mempunyai satu 
Motto dengan Kantor Pusat di Jalan 
Sisingamangaraja No. 1 medan yaitu 
memberikan pelayanan Prima 3 Tas 
sebagai berikut:
1
 
a. Kualitas yaitu dengan 
memberikan pendidikan yang 
bersifat informal dimana 
pendidikan tersebut bersifat 
adanya kursus-kursus, seminar 
bagi setiap pegawai untuk 
pembekalan sebelum terjun 
menghadapi pelanggan secara 
kontiniu (terus menerus) untuk 
tercapainya maksud tujuan dari 
perusahaan kualitas ini juga tidak 
melupakan atau menghilangkan 
mutu peningkatan kualitas air 
minum bagi pelanggan PDAM 
Tirtanadi. 
b. Kuantitas adalah bahagian dari 
kualitas sumber daya manusia, di 
samping kuantitas air minum dan 
kecukupan bahan baku yang 
diperlukan perusahaan. 
c. Kontiunitas adalah merupakan 
rangkaian atau bahagian dari 
kualitas, kuantitas untuk 
                                                          
1
Majalah PDAM Tirtanadi Sumatera 
Utara Mengenai Brosur 3 Tas tahun 2005. 
keseimbangan perusahaan untuk 
kepentingan orang banyak 
(publik) dalam peningkatan 
dalam pelayanan perusahaan 
pada masyarakat. 
Sehingga setiap pelanggan yang 
diberikan oleh Perusahaan daerah Air 
Minum Tirtanadi Cabang Medan Denai 
dapat sekaligus memberikan pelayanan 
bersifat pro aktif/berdampak positif, 
terlebih dalam menerima segala bentuk 
aspek keluhan pelanggan baik dari segi 
aspek pengelolaan Air Minum, 
pengurusan pemasangan baru air minum 
pada calon pelanggan, tagihan rekening 
Air Minum, maupun menerima saran 
dan kritik dalam kemajuan perusahaan. 
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara di 
Cabang Medan Denai telah berapa kali 
menerima saran kritik dari masyarakata 
pelanggan air minum dari erbuatan para 
pegawai atau orang alin (calo), dalam hal 
pengurusan pemasangan air minum 
maupun tagihan tunggakan rekening, 
yang merugikan pelanggan perusahaan. 
Selanjutnya PDAM Tirtanadi Sumatera 
Utara di Cabang Medan Denai juga pro 
aktif atas saran dan kritik pelanggan, 
dimana telah mengambil tindakan 
pencegahan dan peneguran pada 
pegawai tang nakal. Cara tegura berupa:
2
 
a) Lisan  
b) Tulisan  
c) Penurunan pangkat/golongan 
d) Pencabutan jabatan 
Dimana tujuan teguran tersebut 
adalah merupakan suatu ancaman 
hukuman administrasi secara peraturan 
perusahaan, untuk perbaikan pada setiap 
pegawai yang menyimpang dari maksud 
tujuan pengembangan perusahaan. Bila 
                                                          
2
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara 
Tentang SK Penerapan Sanksi pada setiap 
pegawai tahun 2003. 
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hal ini lebih parah dari point a sampai d 
tersebut, maka PDAM Tirtanadi 
Sumatera Utara tidak segan-segan 
memecat atau memberhentikan pegawai 
secara tidak hormat, atau diajukan minta 
pemberhentian secara hormat agar dapat 
sedikit banyaknya menerima bantuan 
berupa pesangon, sesuai dengan 
peraturan perusahaan yang disetujui oleh 
pihak Direksi PDAM Tirtanadi Sumatera 
Utara.  
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara 
di Kantor Pusat dan di cabang medan 
Denai juga tidak melupakan atau 
mengabaikan dalam pengelolaan Air 
Limbah Rumah tangga seperti air 
comberan (WC), sesuai dengan PP 
Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
(Amdal), juga Undang-undang No 3 
tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, dengan diperbaharui 
atau disempurnakannua Undang-undang 
No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
dengan melaksanakan ekosistem 
pengelolaan tatanana lingkungan hidup 
yang berlokasi di Perumahan Cemara 
Asri di Medan. 
Koesnadi Hardja Soemantri 
memberikan penjelasan tentang arti 
pengelolaan lingkungan hidup pada 
Pasal 3 Undang-undang Lingkungan 
Hidup, “pengelolaan lingkungan hidup 
berasaskan pelestarian kemampuan 
lingkungan yang serasi dan seimbang 
untuk menunjang pembangunan yang 
berkesinambungan bagi kesejahteraan 
manusia.” Dimana pengertian pelestarian 
mengandung makna tercapainya 
kemampuan lingkungan yang serasi dan 
seimbang dan peningkatan kemampuan 
tersebut. Hanya dalam lingkungan yang 
serasi dan seimbang dapat dicapai 
kehidupan yang optimal.
3
 
Undang-undang No 32 tahun 
2009 pada Perlingkungan dan 
Pengelolaan Lingkungan pada Pasal 1 
ayat 1 s/d ayat 5 mempunyai kesamaan 
tujuan dari perlindungan lingkungan 
hidup, hanya pada ayat 7, 8 dan ayat 9 
dimana menekankan pada daya dukung, 
daya tamping dan sumber daya alam 
yang meliputi sumber daya hayati yang 
secara keseluruhan ekosistem.
4
 
1. Tujuan bahwa kesatuan ruang 
dengan semua benda, dengan 
keadaan makhluk hidup adalah 
tidak terlepas dari perilaku 
perbuatan manusia, hingga 
kesatuan lingkungan hidup 
tercemat, maka merusak biota 
kehidupan manusia oleh karena 
setiap orang sebagaimana 
dimaksud pada yat ini tidak 
terlepas dari kedudukannya 
sebagai anggota masyarakat yang 
mencerminkan harkat manusia 
sebagai individu dan makhluk 
social. Kewajiban tersebut 
mengandung makna bahwa setiap 
orang turut berperan serta dalam 
upaya memelihara lingkungan 
hidup. 
2. Oleh karena perusahan PDAM 
Tirtanadi Sumatera Utara 
mempunyai peranan potensi yang 
cukup dalam pengelolaan air 
minum sebagai suatu perusahaan 
Negara yang nerbentuk 
perusahaan daerah air minum, 
maka berdasar atas tanggung 
                                                          
3
Koesnadi Hardja Soemantri, Hukum 
Tata Lingkungan, Penerbit Gajah Mada 
University Press, tahun 2000, hal 91. 
4
Undang-undang No. 32 Tahun 2009, 
Tata Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup.  
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jawabnya, dituntut untuk lebih 
proaktif dalam pengelolaan 
limbah cair serta lebih peka 
terhadap unsure-unsur kimia 
(biokimia) yang dapat merusak 
lingkungan pencemaran air kotor 
(komia)di sekitar hulu aliran 
sungai. Sehingga di satu sisi 
perusahaan daerah air minum 
Tirtanadi Sumatera Utara sebagai 
suatu perusahaan Negara, 
dituntut menjamin bahwa tentang 
pemanfaatan sumber daya alam 
dalam pengelolaan air minum 
dapat memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan dan untuk hidup 
generasi masa kini juga generasi 
masa depan. Di satu sisi bahwa 
perusahaan PDAM Tirtanadi 
Sumatera Utara Medan Denai 
diharapkan dapat mencegah 
segala kegiatan-kegiatan yang 
bertentangan dengan sumber 
daya alam, yang dapat 
menimbulkan kerugian-kerugian 
dalam pelestaraian ekosistem 
keseimbangan, stabilitas dan 
produktivitas untuk kepentingan 
bersama. 
Suhaidi memberikan pandangan 
tentang Undang-undang N0 32 tahun 
2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai 
berikut: “lingkungan hidup yang baik 
dan sehat adalah merupakan dambaan 
setiap warga Negara Indonesia sehingga 
pembangunan ekonomi nasional 
diselenggarakan berdasarkan prinsip 
pembangunan berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan hidup.
5
 
                                                          
5
Suhaidi, Perkembangan Hukum 
Lingkungan di Indonesia, Bahan Ajara Kuliah 
Selanjutnya sejarah singkat terbentuknya 
PDAM Tirtanandi Propinsi Tingkat I 
Sumatera Utara di Medan Tanggal 18 
September 1905 dimana tidak terlepas 
dalam peranan pengawasan pemerintah 
Hindia Belanda terhadap AMDAL yang 
konsisten terhadap hal ini (Analisis Mutu 
Dampak Lingkungan). Sampai saat ini 
sebelum terbentuknya perusahaan air 
minum 8 September 1905, dimana pada 
tanggal 03 Februari 1908 yang lalu 
bahwa perusahaan Deli (Maatschappij), 
mengambil inisiatif untuk memecahkan 
persoalan masalah air minum di Medan. 
Sehingga pemerintah Hindia Belanda 
(mereka) mengajukan permintaan 
prioritas pada pemerintahan Belanda, 
untuk diberikan konsensi 
perpanjanangan waktu selama satu tahun 
dalam mempersiapkan segala kebutuhan 
sarana dan prasarana terhadap keperluan 
pembentukan perusahaan Air Minum. 
Hal ini pemerintah memberikan prioritas 
tersebut kepada “Delimattschappij”, 
dengan mengeluarkan keputusan 
pemerintah di tanggal 14 Mei 1904. 
Pendirian perusahaan ini 
didaftarkan pada lembaran Negara 
secara terbuka oleh surat kabar 
(lembaran pemerintah) nomor 225 pada 
tanggal 26 September 1905. Perusahaan 
ini berkedudukan di Jalan Herren 
GRACHT Amsterdam Belanda dan 
pelaksanaan (pengelolaannya) di Medan. 
Dan sesuai dengan Governements 
Besluit (Keputusan Pemerintah) tanggal 
8 desember 1905, maka konsensi yang 
diberikan pada Deli Maatschappij 
berpindah kepada Water Leiding 
Maatschaappij “Ajer Bersih” sampai 
saat ini di Sumatera Utara.
6
 
                                                                                
Program Pasca Sarjana UMA. Tahun 2009, hal. 
1. 
6
Majalah PDAM Tirtanadi Sumatera 
Utara, dalam Memperingati 100 Tahun Pada 
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II. Bentuk Perjanjian Pemasangan Air 
Minum Antara PDAM Tirtanadi 
Sumatera Utara dengan Pelanggan 
di Cabang Medan Denai 
Kedua belah pihak menyatakan 
setuju dan sepakat untuk mengadakan 
perjanjian penyambungan baru air 
minum sebagai pelanggan PDAM 
Tirtanadi Sumatera Utara di Cabang 
Medan Denai. Demikianlah bentuk dari 
isi perjanjian pemasangan air minum 
tersebut, bila dilihat dari satu sisi sangat 
merugikan pelanggan. Sebab pelanggan 
tidak diberi kesempatan (peluang) untuk 
membicarakan lebih lanjut tentang isi 
dari perjanjian. Sehingga pelanggan 
cukup saja mengikuti  keinginan 
perusahaan yaitu cara menandatangani 
isi perjanjian yang telah disediakan. Hal 
mana karena tiada jalan lain untuk 
mendapatkan air minum semata-mata. 
Jika diperhatikan isi perjanjian yang 
diadakan oleh PDAM Tirtanadi Propinsi 
Sumatera Utara di Cabang Medan Denai 
dengan pelanggannya maka dapat 
disimpulkan bahwa bentuk isi perjanjian 
yang akan diadakan itu adalah perjanjian 
standard atau perjanjian baku. Artinya 
bahwa bentuk, isi dari perjanjian itu 
tidak dapat dirubah. 
Dikatakan perjanjian baku, 
karena isi perjanjijannnya hanya dibuat 
sepihak oleh pihak pertama, sementara 
pihak kedua hanya menyetujui isi dari 
perjanjian yang telah disediakan 
tersebut. Pihak kedua yaitu pelanggan, 
pada dasarnya tidak dapat mengoreksi 
dari perjanjian yang telah disediakan 
karena waktu terbatas. Di sinilah 
kelemahan perjanjian baku atau 
perjanjian standard. Dilihat dan posisi 
yang demikian, maka posisi pihak kedua 
atau pelanggan adalah di bawah posisi 
                                                                                
Ulang Tahun PDAM Tirtanadi, Agustus 2005, 
hal. 3-5. 
pihak pertama. Pihak kedua terpaksa 
menyetujui isi dari perjanjian yang 
diadakan tersebut, berhubung karena 
tidak ada alternatif lain yang dipilih oleh 
pihak kedua dalam pemasangan air 
minum, kecuali menolak dari isi 
perjanjian tersebut. Jika pihak kedua 
atau pelanggan menolak perjanjian yang 
telah disediakan tersebut, berarti tidak 
akan terjadi penyambungan air minum di 
rumah pihak kedua atau pelanggan. 
 
III. Analisis Hukum Mengenai 
Pemasangan Air Minum antara 
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara 
dengan Pelanggan di Cabang 
Medan Denai 
Sebagaimana yang telah 
dikemukakan di atas, bahwa bentuk 
perjanjian yang diadakan oleh PDAM 
Tirtanadi Sumatera Utara di Cabang 
Medan Denai, dengan pelanggannya 
adalah perjanjian standard atau 
perjanjian baku. Tujuan dibuatnya 
perjanjian baku adalah untuk 
memberikan kemudahan atau 
kepraktisan bagi para pihak yang 
melaksanakan perikatan. Dikaitkan 
dengan Undang-undang Perlindungan 
Konsumen maka dapat disebutkan 
bahwa Undang-undang Perlindungan 
Konsumen tidak melarang bagi pelaku 
usaha untuk membuat perjanjian dalam 
bentuk klausal baku, sepanjang klausul 
perjanjian yang dibuat tidak melanggar 
keentuan Pasal 18 Undang-undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen.
7
 
Namun di dalam 
mengaplikasikan tentang perjanjian baku 
atau klausal baku sering menempatkan 
konsumen atau pelanggan berdiri pada 
posisi yang semakin terpuruk 
                                                          
7
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. 
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dibandingkan dengan pihak pertama 
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara di 
Cabang Medan Denai, Medan. Sebab 
konsekuensi yang timbul adalah 
konsumen harus melaksanakan 
perjanjian yang diisinya telah disepakati 
tersebut. Dalam kontrak baku, klausal 
perjanjian ditentukan oleh pihak yang 
mempunyai kekuatan jauh di atas pihak 
lainnya baik dalam bidang ekonominya, 
pengetahuan ataupun pengalamannya 
yang menyangkut objek perjanjian 
tersebut. Sedang pihak lainnya 
mempunyai kedudukan yang lebih lemah 
dan tidak diajak untuk berunding dalam 
menentukan klausal-klausal dalam 
perjanjian tersebut, tidak memahami isi 
dan perjanjian tetapi hanya 
menandatangani saja. 
Perjanjian yang dibuat antara 
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara di 
Cabang Medan denai  dengan pelanggan 
dalam perjanjian pemasangan air minum, 
menimbulkan akibat hukum dengan 
mengacu kepada ketentuan yang terdapat 
di dalam Psal 1324 KUHPerdata 
khususnya Buku II, yang memuat 
hubungan hukum konsumen yang 
terjadi, baik berdasarkan perjanjian 
maupun yang lahir karena Undang-
undang. Hubungan konsumen itu adalah 
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu 
atau tidak berbuat sesuatu. Pada 
hakekatnya perlindungan hukum itu 
mengandung janji-janji atau 
kesanggupan yang diucapkan secara 
lisan atau dituangkan dalam bentuk 
tertentu. 
Apabila salah satu pihak lalai 
dalam memenuhi kewajibannya, maka 
pihak yang ingkar tersebut telah 
melakukan perbuatan ingkar janji 
(wanprestasi). Pihak yang dirugikan 
mempunyai hak untuk menggugat pihak 
yang menimbulkan kerugian tersebut. 
Dasar hukum untuk melakukan gugatan 
atas tindakan yang merugikan pihak lain 
tersebut adalah ketentuan Pasal 1365 
KUHPerdata yang mengatakan : “Tiap 
perbuatan melawan hukum, yang 
membawa kerugian pada seorang lain, 
menyebabkan orang karena salahnya 
menimbulkan kerugian itu, mengganti 
kerugian.” 
Perbedaan posisi para pihak 
ketiga mengadakan perjanjian baku atau 
perjanian standard, menimbulkan 
pendapat para hukum, yang pada 
dasarnya berdasarkan kepada sahnya 
perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata 
yaitu: sepakat, cakap, hal tertentu dan 
kuasa yang halal. Dimana pasal tersebut 
terkandung azas konsensualisme 
(sepakat mereka yang mengadakan 
perjanjian), yang mempunyai hubungan 
erat dengan asas kebebasan berkontrak 
yang terdapat dalam Pasal 1338 
KUHPerdata. Asas konsensualisme ini 
mempunyai hubungan erat dengan pasal 
kebebasan berkontrak dan asas kekuatan 
mengikat yang terdapat dalam Pasal 
1338 ayat (1) KUHPerdata yang 
berbunyi: “Semua persetujuan yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai 
Undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya.”  
Perbedaan posisi para pihak 
ketika perjanjian baku diadakan, tidak 
memberikan kesempatan para debitur 
untuk mengadakan “real bargaining”, 
dengan pelaku usaha (kredibitur). 
Debitur (pihak konsumen) tidak 
mempunyai kekuatan untuk 
mengutarakan kehendak dan kebebasan 
dalam menentukan isi perjanjian. Hal ini 
tidak memenuhi elemen-elemen yang 
dikehendaki Pasal 1320 dan Pasal 1338 
KUHPerdata. Akibatnya perjanjian 
tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, 
sebaliknya sarjana yang lain 
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mengatakan, walaupun posisi para pihak 
dalam perjanjian standard tidak 
seimbang, namun apabila pihak yang 
berposisi lemah, telah menyatakan 
kesediaannya tentang isi baku itu berlaku 
sah sebagai hukum atau sebagai Undang-
undang bagi dirinya, yang berarti pula 
telah mempunyai kekuatan hukum. 
Berkaitan dengan masalah ganti 
yang ditimbulkan oleh pihak yang 
berposisi lebih kuat, maka dapat 
disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 19 
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, pihak 
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara 
Cabang Medan Denai, Medan 
mempunyai tanggung jawab terhadap 
konsumennya atau pelanggannya, untuk 
memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran dan kerugian konsumen 
akibat mengkonsumsi barang atau jasa 
yang dihasilkan atau diperdagangkan 
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku di atas. Dimana 
ganti rugi berupa pengembalian uang 
atau penggantian barang atau jasa sejenis 
nilainya 7 (tujuh) hari setelah tenggang 
waktu transaksi. 
Dalam masalah penuntutan ganti 
rugi seperti Pasal 19 Undang-undang 
No. 8 Tahun 1999 di atas, sampai saat 
ini belum pernah ada yang menuntut dan 
terlaksana. Oleh karena bahwa sebelum 
terjadi pencemaran misalnya air keruh 
dan air mati, dimana adanya aba-aba 
atau pemberitahuan dari pihak 
perusahaan daerah Tirtanadi Sumatera 
Utara Cabang Medan Denai, yang 
menyatakan adanya tentang kerusakan 
pengolahan air, terhambatnya 
penyaluran air minum kerumah 
pelanggan (air mati). Oleh sebab adanya 
terhentinya pasokan aliran listrik ke 
pompa  PDAM Tirtanadi Sumatera Utara 
Cabang Medan Denai mempunyai suatu 
Pembangkit Listrik (Genset), hal ini 
tidak dapat dengan segera menyalurkan 
air minum kerumah pelanggan atau 
konsumen, sebab memerlukan beberapa 
menit waktunya untuk menyalurkannya. 
Demikianlah yang selalu ada jawaban 
dari pihak pertama Perusahaan Daerah 
Air Minum Tirtanadi Sumatera Utara. 
Apabila hal ini sering terjadi merugikan 
pihak konsumen atau pelanggan, maka 
pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara 
Cabang Medan Denai tidak memenuhi 
syarat perjanjian yang disepakati pada 
waktu pemasangan air minum, maka 
sesuai dengan isi Pasal 19 Undang-
undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, dimana pihak 
konsumen atau pelanggan dapat 
mengajukan gugatan pada pihak PDAM 
Tirtanadi Sumatera Utara Cabang Medan 
Denai di Kantor Pusat PDAM Tirtanadi 
Sumatera Utara di jalan 
Sisingamangaraja No. 1 Medan 20212 
Telp: 061-4571666, Fax: 061-4572771, 
dengan tembusan pada Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen atau 
mengadukan ke Badan Peradilan yang 
berkompetensi untuk mengatasi masalah 
ini. Hal ini juga sejalan dengan bunyi 
Pasal 23 Undang-undang No. 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen 
yang menyatakan bahwa pelaku usaha 
yang menolak dan atau tidak memberi 
tanggapan atas tuntutan ganti rugi 
konsumen dapat melakukan gugatan 
melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen atau Badan Peradilan di 
tempat kedudukan konsumen. 
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IV. Kekuatan Hukum Perjanjian 
Pemasangan Air Minum antara 
PDAM Tirtanadi Sumatera 
Utara dengan Pelanggan di 
Cabang Medan Denai 
Jika dianalisis secara hukum, 
maka perjanjian yang diadakan oleh 
pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara 
di Cabang Medan Denai dan dengan 
pelanggannya, tetap mempunyai akibat 
hukum. Hal ini didasarkan kepada 
ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) 
KUHPerdata yang menyatakan bahwa 
setiap perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai Undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya. Namun harus 
diingat bahwa menurut Pasal 1338 ayat 
(1) KUHPerdata di atas, perjanjian itu 
baru berlaku sebagai Undang-undang 
apabila perjanjian itu dibuat secara sah. 
Untuk mengetahui sahnya perjanjian itu, 
maka harus diperhatikan ketentuan k 
Untuk mengetahui apakah perjanjian 
yang diadakan oleh PDAM Tirtanandi 
Sumatera Utara di Cabang Medan Denai, 
dengan pelanggannya tersebut 
berkekuatan hukum atau tidak, maka 
harus perlu segala aspek yang terkait 
mendukung dengan perjanian itu harus 
dianalisis sesuai dengan ketentuan Pasal 
1320 KUHPerdata. 
1. Apabila para pihak yang terlibat 
dalam perjanjian itu telah sepakat 
tentang hal yang diperjanjikan, 
misalnya pelanggan sepakat 
untuk menjadi konsumen dan 
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara 
di Cabang Medan Denai, dengan 
memenuhi semua persyaratan, 
serta PDAM Tirtanadi Sumatera 
Utara Cabang Medan denai, 
sepakat untuk melayani 
konsumen tersebut, berarti syarat 
pertama dalam Pasal 1320 
KUHPerdata telah terpenuhi 
dengan syarat di atas, yag harus 
diperhatikan menurut 
KUHPerdata ini tiada suatu 
kesepakatan, apabila kesepakatan 
itu mengandung penipuan, 
kekhilafan dan paksaan. 
2. Menurut ketentuan pada Pasal 
1320 KUHPerdata adalah 
kecakapan dalam membuat 
perjanjian. Dari hasil pemantauan 
penulis dilapangan dapat 
disebutkan bahwa semua 
pelanggan PDAM Tirtanadi 
Sumatera Utara di Cabang 
Medan Denai, adalah Kepala 
Keluarga (Suami/Istri) yang 
secara otomatis telah dinyatakan 
cakap untuk bertindak. 
Sedangkan PDAM Tirtanadi 
Sumatera Utara Cabang Medan 
denai, yang diwakili oleh Kepala 
Cabang dimana posisi Kepala 
Cabang adalah sebagai wakil 
pimpinan perusahaan pengganti 
Direktur, yang menurut hukum 
sah untuk bertindak mewakili 
perusahaan. Dengan demikian, 
ditinjau dari syarat kedua 
perjanjian yang diadakan oleh 
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara 
Cabang Medan Denai, dengan 
pelanggan adalah telah 
memenuhi unsur-unsur syarat 
seperti di atas. 
3. Syarat ketiga ini adalah suatu hal 
tertentu, artinya perjanjian dapat 
ditentukan jenisnya dan 
ukurannya. Dikaitkan dengan 
perjanjian yang diadakan oleh 
pihak PDAM Tirtanadi Sumatera 
Utara di Cabang Medan Denai 
dengan pelanggarannya, maka 
dapat disebutkan bahwa objek 
perjanjiannya sangat jelas yaitu: 
tentang pengadaan penyaluran air 
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minum melalui meteran yang 
ukurannya didasarkan kepada 
meter kubik. Ditinjau dan syarat 
ketiga ini, maka perjanjian yang 
diadakan oleh pihak PDAM 
Tirtanadi dengan pelanggannya 
adalah dapat dibenarkan secara 
hukum. 
4. Syarat keempat adalah suatu 
sebab yang halal, dalam hal ini 
adalah objek perjanjian. Objek 
perjanjian antara PDAM tritanadi 
Sumatera Utara dengan 
pelanggan di cabang Medan 
denai, adalah mengenai 
Penyediaan Air Minum untuk 
pelanggan. Air minum sebagai 
objek perjanjian pada dasarnya 
tidak menyalahi aturan hukum 
atau dibenarkan secara hukum 
oleh karena itu ditinjau dan 
syarat keempat ini, perjanian 
yang diadakan oleh PDAM 
Tirtanadi Sumatera Utara di 
cabang Medan denai, dengan 
pelanggan adalah sah secara 
hukum. 
Dari uraian yang telah disebutkan 
di atas maka dapat disebutkan bahwa 
perjanjian yang diadakan oleh pihak 
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara 
Cabang Medan Denai dengan pelanggan 
adalah sah secara hukum dan secara 
otomatis mempunyai kekuatan hukum 
untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan 
karena yang diadakan oleh pihak 
pertama PDAM Tirtanandi Sumatera 
Utara dengan pelanggannya telah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 1320 
KUHPerdata. Kekuatan hukum tersebut 
telah mengandung arti bahwa masing-
masing pihak harus melaksanakan isi 
perjanjian, dan dapat menuntut apabila 
salah satu pihak dirugikan oleh pihak 
lain. 
V. Tanggung Jawab Hukum 
Perusahaan PDAM Tirtanadi 
Sumatera Utara di Cabang Medan 
Denai tentang Keluhan Pelanggan 
dalam Pelayanan Pemasangan 
Baru dan Tunggakan Rekening 
Air Minum. 
Dalam upaya tanggung jawab 
hukum, perusahaan PDAM Tirtanadi 
Sumatera Utara pada pelanggan Cabang 
Denai dimana hal ini menerapkan 
dengan sistem jemput bola. Selanjutnya 
tujuan jemput bola dimaksud adalah 
memberikan pelayanan secara prima 
untuk segera menyelesaikan 
permasalahan keluhan pelanggan, 
apakah diselesaikan di kantor cabang 
atau berkunjung kerunah pelanggan 
sebagai tanda bentuk suatu rasa 
tanggung jawab yang mendalam dalam 
memberikan solusi, bila terjadi suatu 
permasalahan yang merugikan materi 
(uang) dalam pelayanan pemasangan air 
minum maupun pembayaran rekening air 
yang dilakukan para petugas PDAM 
Tirtanadi, agar setiap permasalahan 
keluhan-keluhan pelanggan tidak 
menjadi bias (melebar keluar) dari jalur 
lokasi perusahaan. Sehingga dimana 
dengan adanya sistem jemput bola ini, 
maka pelanggan telah merasakan adanya 
suatu bentuk pelayanan dalam 
menyelesaikan masalah mereka 
(pelanggan) oleh Perusahaan PDAM 
Tirtanadi, dimana pelanggan adalah 
merupakan sebagai raja dalam mitra 
kerja saling menguntungkan antara hak 
dan kewajiban kedua belah pihak. 
Tanggung jawab hukum 
perusahaan terhadap keluhan-keluhan 
pelayanan pelanggan dalam pemasangan 
air minum dan penagihan rekening air, 
Perusahaan PDAM Tirtanadi Cabang 
Medan Denai dimana telah menerapkan, 
dan memperlakukan terhadap pemberian 
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sanksi terhadap petugas-petugas 
(pegawai) yang kurang hati-hati dalam 
melaksanakan pekerjaannya berupa: 
teguran ringan, teguran berat, yaitu 
berupa teguran administrasi secara 
penurunan golongan (pangkat), jabatan, 
mutasi kerja, maupun bila fatal atas 
kelalaian/kesalahannya dapat 
diberlakukan pemberhentian secara tidak 
hormat (dipecat) dari perusahaan sesuai 
laporan cabang Medan Denai dengan 
hak proregratif PDAM Tirtanadi 
Sumatera Utara Medan (Kantor Pos).
8
 
Tanggung jawab hukum pada 
pelanggan di Perusahaan PDAM 
Tirtanadi Medan dan Cabang, telah 
melaksanakan tindakan administrasi 
berat dan ringan sejak tahun 1992 
sampai saat ini di tahun 2007 dengan 
memberhentikan tidak hormat sebanyak 
10 orang. Sedangkan untuk tindakan 
berupa teguran administrasi berupa 
mutasi kerja ke lokasi lain dalam 
lingkungan perusahaan PDAM Tirtanadi 
Sumatera Utara maupun penurunan 
pangkat (golongan) dan jabatan cukup 
banyak antara 150-200 orang dari tahun 
1990 sampai dengan tahun 2008.
9
 Hal ini 
tujuan diberlakukannya sanksi 
administrasi tersebut adalah untuk 
memberikan tindakan efek jera 
(pertobatan) bagi pegawai nakal, agar 
tidak terulang kembali dan tidak 
terjadinya perambatan bias keluar pada 
pegawai-pegawai lainnya. Sehingga 
dimana imits dalam pelayanan 
pelanggan PDAM Tirtanadi Sumatera 
Utara di Cabang Medan Denai tidak 
                                                          
8
Majalah PDAM Tirtanadi Sumatera 
Utara Medan dalam Pemberlakuan Sanksi 
Administrasi pada Pegawai, SK No. 40 tahun 
2007. 
9
Majalah PDAM Tirtanadi Sumatera 
Utara Medan pada indakan Andministrasi 
Pegawai Pemecatan dan Mutasi Kerja, 
Penurunan Jabatan, SK No. 42 tahun 2003. 
menjadi buruk, dimata masyarakat 
umum atas bentuk pelayanan prima di 
perusahaan. 
 
VI. KESIMPULAN 
1. Perjanjian yang diadakan oleh 
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara 
dengan pelanggan di Cabang 
Medan Denai, maka dapat 
disebut bentuk perjanjian yang 
diadakan itu adalah perjanjian 
standar atau perjanjian baku. 
Dikatakan perjanjian baku, oleh 
karena isi perjanjiannya hanya 
dibuat secara sepihak oleh karena 
Pihak Pertama PDAM Tirtanadi 
Sumatera Utara, Pihak Kedua 
atau pelanggan hanya menyetujui 
isi perjanjian yang telah 
disediakan tersebut, walaupun 
dengan berat hatu menyetujui 
dan menandatangani isi 
perjanjian tersebut. 
2. Perusahaan Daerah Air Minum 
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara 
khususnya di Cabang Medan 
Denai dapat memberikan solusi 
terbaik bagi pelanggan dalam 
pengelolaan/pengantaran air 
minum permohonan pemasangan 
baru terhadap perlindungan 
konsumen dalam kepastian 
hukum bagi masyarakat pemakai 
air minum. 
3. Menurut Undang-undang 
Perlindungan Konsumen, maka 
PDAM Tirtanadi Sumatera Utara 
di Cabang Medan denai, tidak 
terlarang untuk membuat 
perjanjian dalam bentuk klausal 
baku, sepanjang klausal 
perjanjian yang dibuat tidak 
melanggar ketentuan Pasal 18 
Undang-undang No. 8 Tahun 
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1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
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